BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1161, 2016 KEMENKEU. Pengampunan Pahak. Harta Wajib
Pajak. Pengalihan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 /PMK.08/2016
TENTANG
TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK
KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN

DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai
tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan
pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka
Pengampunan Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak
ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan

dalam rangka Pengampunan Pajak;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5899);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang
Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Pengampunan Pajak.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.

3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan
ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun
bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang
selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta,
utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran

uang tebusan.
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Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya
disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan
oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan
Pajak.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh
Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan
berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak
ditunjuk untuk menerima setoran wuang tebusan
dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan
Pengampunan Pajak.

Rekening Khusus adalah rekening Wajib Pajak yang
khusus dibuka pada Bank Persepsi yang ditunjuk
sebagai gateway oleh Menteri untuk menampung
pengalihan dana  Wajib  Pajak dalam  rangka
Pengampunan Pajak.

Investasi di Luar Pasar Keuangan adalah pilihan investasi
selain investasi yang dilakukan di pasar keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan
dalam rangka Pengampunan Pajak.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A

Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang
melakukan pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam
Surat Pernyataan.

Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

Harta yang berada:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

a. di dalam wilayah NKRI; dan/atau
b. diluar wilayah NKRI.

Pasal 3

Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar
wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta berupa
dana ke dalam wilayah NKRI.

Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan ke dalam Rekening Khusus pada Bank
Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway yang sama.
Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialihkan ke wilayah NKRI, Harta tersebut
harus diinvestasikan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah
NKRI.

Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah ditempatkan oleh Wajib Pajak di dalam
wilayah NKRI:

a. setelah tanggal 31 Desember 2015; dan

b. sebelum Surat Keterangan diterbitkan,

terhadap Harta dimaksud diperlakukan sebagai Harta
yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke
dalam wilayah NKRI dan wajib diinvestasikan dalam
rangka Pengampunan Pajak, yang pengalihannya

dibuktikan oleh otoritas yang berwenang.

Investasi di dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling singkat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke
Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk
sebagai gateway dalam rangka Pengampunan Pajak.

Bank Persepsi yang bertindak sebagai gateway untuk
investasi di luar pasar keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan bank yang telah ditunjuk
sebagai gateway oleh Menteri untuk investasi di pasar

keuangan.
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Pasal 4

Dalam hal dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) telah diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI
dalam bentuk investasi yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak, investasi dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya
melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana
dialihkan ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang
ditunjuk sebagai gateway atau sejak pengalihan
pengelolaan ke Bank Persepsi lain yang ditunjuk sebagai

gateway.

Pasal 5

Untuk menampung dana yang dialihkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Wajib Pajak harus
membuka Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang
ditunjuk sebagai gateway sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak telah membuka Rekening Khusus
untuk pengalihan dana dari luar wilayah NKRI
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata
cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan
pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam
rangka Pengampunan Pajak beserta perubahannya,
Wajib Pajak harus menggunakan Rekening Khusus
tersebut untuk menerima pengalihan dana dari luar
wilayah NKRI.

Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Pajak menerima
Surat Keterangan dan dilakukan sesuai dengan
peraturan dan/atau ketentuan otoritas terkait.
Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dilakukan melalui

Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway



